
NEGARA 
DAN

INDIVIDU



NASIONALITAS

Merupakan status hukum keanggotaan
kolektivitas individu-individu yang tindakannya, 

keputusan-keputusannya dan
kebijaksanaannya dijamin melalui konsep

hukum negara yang mewakili individu-individu
tersebut.

 Hubungan antara individu dengan negara yang 
menjamin diberlakukannya hak-hak dan
kewajiban-kewajiban menurut hukum
Internasional kepada individu tersebut.



nasionalitas

 Nasionalitas merupakan suatu keadaan

yang terus-menerus antara negara yang 

berdaulat dan warga negara (Keputusan

British-Mexican Claims Commision).



nasionalitas

 Masing-masing negara menganut kaidah

yang berbeda-beda mengenai nasionalitas, 

misal: ius sangunis, ius soli.

 Akibatnya muncul beberapa persoalan, 

misal: nasionalitas ganda, tuna 

kewarganegaraan, sengketa nasionalitas

wanita-wanita yang menikah.



 Bagaimana jika ada seseorang yang tidak

memiliki kewarganegaraan…???

 Bagaimana jika ada seseorang yang 

memiliki kewarganegaraan ganda…???



KEPENTINGAN INTERNASIONAL 

ATAS NASIONALITAS

Sangat penting untuk mengetahui negara

mana yang menjadi kewarganegaraan

seseorang, sebab nasionalitas memiliki arti

penting dalam Hukum Internasional.



1. Pemberian hak diplomatik di LN, sebab
negara berhak melindungi warga
negaranya di LN. 

2. Negara yang menjadi kebangsaan
seseorang akan bertanggung jawab kepada
negara lain apabila negara itu melalaikan
kewajiban dalam mencegah tindakan-
tindakan melanggar hukum yang dilakukan
orang ybs atau negara itu tidak
menghukum setelah tindakan melanggar
hukum dilakukan.



3. Negara tidak boleh menolak untuk menerima

kembali WN nya sendiri diwilayahnya.

4. Nasionalitas membawa kesetiaan. 

Memunculkan kewajiban untuk melaksanakan

dinas wajib militer di negara terhadap

kesetiaan itu dibaktikan.

5. Negara memiliki hak untuk menolak

pengekstradisi warganya kepada negara lain 

yang meminta penyerahan, kec ditentukan lain 

oleh traktat khusus.



6. Status musuh pada masa perang dapat

ditentukan oleh nasionalitas orang

tersebut.

7. Pelaksanaan yurisdiksi pidana dan

yurisdiksi lain didasarkan pada

nasionalitas.



CARA PEROLEHAN NASIONALITAS

 Kelahiran ius soli-ius sanguinis.

 Naturalisasi perkawinan, permohonan.

 Penaklukan penduduk oleh suatu negara

atau penyerahan penduduk pada negara.



KEHILANGAN NASIONALITAS

 Pelepasan, penolakan.

 Pencabutan.

 Bertempat tinggal lama di LN.



HAK & KEWAJIBAN NEGARA ATAS 

ORANG ASING

Terkait dengan:

 Izin masuk bagi orang asing.

 Kedudukan hukum orang asing yang 
diizinkan masuk.

 Pengusiran orang asing.



IZIN MASUK BAGI ORANG ASING

Pendapat:

1. Suatu negara wajib memberi izin pada
semua orang.

2. Suatu negara wajib memberi izin pada
semua orang asing dengan syarat negara
tersebut berhak menolak golongan-
golongan tertentu.



3. Suatu negara terikat untuk mengizinkan

orang asing masuk tetapi mengenakan

syarat-syarat yang berkenaan dengan izin

masuk.

4. Suatu negara sepenuhnya berhak

melarang orag asing menurut

kehendaknya.



KEDUDUKAN HUKUM ORANG ASING 

YANG DIBERI IZIN MASUK

Tunduk pada hukum negara yang memberi

izin masuk, namun sebagian besar negara

menempatkan orang asing dibawah

(semacam) ketidakmampuan atau

pembatasan-pembatasan.



 Klasifikasi perlakuan terhadap orang asing

di LN, menurut Komite Ekonomi LBB 1924:

1. Perlakuan fiskal (perpajakan).

2. Hak untuk menjalankan pofesi, industri, 

atau mata pencaharian.

3. Perlakuan dalam hal tempat tinggal, 

pemilikan harta benda, imunitas sipil lain.

4. Syarat perizinan masuk dan keimigrasian.



PENGUSIRAN ORANG ASING

 Suatu negara diakui memiliki kekuasaan

untuk melakukan pengusiran.

 Harus dilakukan dengan cara-cara yang 

wajar dan tanpa menimbulkan kerugian yang 

berarti terhadap orang asing (Pasal 13, 

International Covenant on Civil and Political 

Rights 1966).



EKSTRADISI

Proses dimana berdasarkan traktat atau

atas dasar resiprositas, suatu negara

menyerahkan kepada negara lain atas

permintaannya, seseorang yang dituduh

atau dihukum karena melakukan tindak

kejahatan terhadap negara yang 

mengajukan permintaan. 



 Negara yang meminta ekstradisi memiliki
kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku
tindak pidana tersebut.

 Permintaan ekstradisi biasanya dimuat dan
akan dijawab melalui saluran diplomatik.

 Ekstradisi merupakan kewajiban tidak
sempurna (menurut Starke)  sangat
bergantung pada asas resiprositas atau
kepantasan (courtesy)



RASIONALITAS DARI EKSTRADISI

 Kehendak bersama untuk menjamin bahwa
kejahatan serius tidak akan dibiarkan tanpa
penghukuman.

 Negara yang diwilayahnya terjadi tindak pidana
adalah paling mampu mengadili pelaku tindak
pidana karena bukti-bukti yang diperluas lebih
banyak tersedia disana, ada kepentingan paling 
besar untuk menghukum, memiliki fasilitas
untuk memastikan kebenaran. 



S U A K A

 Dalam HI meliputi 2 unsur:

1. Tempat perlindungan yang lebih dari

tempat pengungsian sementara semata;

2. Suatu tingkat perlindungan aktif dari pihak

penguasa wilayah tempat suaka.



SUAKA TERITORIAL

 Diberikan oleh suatu negara di wilayahnya.

 Dapat diklasifikasikan menjadi 3: suaka

politik, suaka pengungsi (ketakutan thdp

penyiksaan di negaranya sendiri), suaka

umum (mencari perbaikan ekonomi).



SUAKA EKSTRA TERITORIAL

 Suaka dalam kedutaan-kedutaan.

 Suaka dalam gedung konsulat.

 Suaka di atas kapal perang.

 Suaka di atas kapal niaga.



HAK ASASI MANUSIA

 Diatur dimana saja..?

 Hak-hak apa saja yang diakui…??

 Cari contoh perjanjian internasional terkait

HAM…

 Cari contoh kasus-kasus/perkara-perkara

yang pernah terjadi…


